
dari transportasi, pesawat medis,
helikopter, dan pasukan darat un-
tuk membantu operasi bantuan.

Menyusul gempa besar yang
mengguncang sejumlah wilayah
India, Nepal, dan Tibet di China
pada Selasa, Kementerian Luar
Negeri (Kemlu) RI memastikan
Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) setempat terus
memastikan kondisi Warga
Negara Indonesia (WNI) di ne-
gara-negara tersebut.

Direktur Perlindungan WNI
dan Badan Hukum Indonesia
(BHI) Kemlu RI Judha Nugraha
mengatakan, KBRI Dhaka yang
merangkap Nepal belum meneri-
ma laporan ada WNI yang ter-
dampak gempa di Nepal. Saat ini
terdapat sekitar 70 WNI di Nepal,
katanya dalam pernyataan ter-
tulis yang diterima Antara di
Jakarta, Selasa.

"KBRI Dhaka telah melakukan
langkah-langkah monitoring WNI
di Nepal dan juga terus melaku-
kan pencarian informasi menge-
nai kemungkinan WNI pendaki
Gunung Himalaya yang ter-
dampak," kata Judha.

Direktur PWNI Kemlu itu turut
memastikan KBRI New Delhi
belum menerima informasi soal
WNI yang terdampak gempa
yang juga melanda sejumlah da-

erah di India.
Apabila terdampak kedaru-

ratan, Judha meminta WNI di
Bangladesh untuk menghubungi
KBRI Dhaka melalui nomor tele-
pon +880-1614-444552, sedang-
kan WNI di Nepal dapat
menghubungi Kantor Konsul
Kehormatan RI untuk Nepal
melalui nomor telepon +977-98-

5104-6514. WNI di India dapat
menghubungi KBRI New Delhi
melalui saluran telepon +91-
7669-600082.

Dilaporkan kantor berita
Xinhua, 53 orang tewas dan 63
lainnya terluka di China akibat
gempa berkekuatan 6,8 Magni-
tudo yang melanda wilayah Tibet.

(Ant)-d

1). Debt-for-Debt Swap. Jenis ini terjadi
ketika utang yang ada digantikan dengan
utang baru yang memiliki ketentuan yang
lebih baik. Misalnya, utang jangka pendek
yang berbunga tinggi dapat digantikan de-
ngan utang jangka panjang yang lebih mu-
rah;

2). Debt-for-Equity Swap: Dalam kasus
ini, kreditor setuju untuk menukar sebagian
atau seluruh utang yang dimiliki dengan sa-
ham perusahaan atau aset negara. Ini bi-
asanya dilakukan oleh perusahaan yang
mengalami kesulitan finansial atau negara
yang berusaha memperbaiki neraca ke-
uangan mereka.

Debt switching berfungsi sebagai alat re-
strukturisasi utang yang memungkinkan ne-
gara atau perusahaan untuk mendapatkan
syarat pembayaran yang lebih baik. Proses
ini sering melibatkan negosiasi antara kredi-
tor dan debitur untuk menemukan solusi
yang saling menguntungkan.

Secara umum, langkah-langkah dalam
debt switching meliputi:

1). Identifikasi utang yang akan diubah.
Pihak debitur (negara atau perusahaan)
mengidentifikasi jenis utang yang memiliki
beban finansial tinggi dan berusaha meng-
gantinya dengan bentuk utang lain yang
lebih menguntungkan; 2). Negosiasi dengan

kreditor.
Debitur melakukan pembicaraan dengan

kreditor untuk menemukan solusi yang da-
pat mengurangi beban utang, baik dalam
hal bunga, waktu pembayaran, atau jenis
utang yang lebih sesuai dengan situasi ke-
uangan; 

3). Penukaran Utang.  Setelah kesepa-
katan tercapai, utang yang lama akan digan-
ti dengan utang baru dengan ketentuan
yang lebih fleksibel atau bahkan ditukar de-
ngan aset. Pemerintah Indonesia telah
menggunakan kebijakan debt switching
dalam berbagai periode, terutama untuk
mengatasi tekanan utang yang dapat mem-
pengaruhi anggaran negara dan stabilitas
ekonomi. Kebijakan ini biasanya melibatkan
penerbitan surat utang baru, yang digu-
nakan untuk membeli kembali atau
menukar surat utang lama yang sudah ada.
Ini dapat dilakukan dengan cara: 

1). Menerbitkan surat utang baru dengan
jangka waktu yang lebih panjang: Misalnya,
mengkonversi utang jangka pendek menja-
di utang jangka panjang. Hal ini memberikan
waktu lebih lama bagi pemerintah untuk
melunasi utangnya tanpa harus mengha-
dapi pembayaran bunga yang besar dalam
waktu dekat;

2). Menurunkan suku bunga utang:

Pemerintah dapat merundingkan ulang
syarat-syarat utang untuk mendapatkan
bunga yang lebih rendah. Ini mengurangi
beban bunga yang harus dibayar oleh ne-
gara, yang pada gilirannya membantu
menyehatkan anggaran negara. 3).
Mengubah denominasi utang: Pemerintah
dapat mengganti utang dalam valuta asing
dengan utang dalam mata uang lokal, yang
dapat mengurangi risiko nilai tukar dan
memperkuat kestabilan ekonomi domestik.

Meskipun kebijakan debt switching dapat
membantu menstabilkan profil utang, tan-
tangan besar tetap ada, termasuk pening-
katan suku bunga global dan ketergantung-
an pada pembiayaan eksternal. Kebijakan
ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk
memastikan bahwa pengelolaan utang
tetap berkelanjutan dan tidak mengarah pa-
da beban utang yang lebih besar di masa
depan. Secara keseluruhan, kebijakan debt
switching yang diterapkan saat ini berfokus
pada pengelolaan risiko utang yang lebih
baik, perpanjangan tenor utang, dan yang
penggunaan sumber pembiayaan yang
lebih beragam, sambil menjaga keseim-
bangan fiskal negara.

(Penulis adalah Dosen Program Studi
Manajemen FEB-UAD Wakil Sekretaris II
ISEI Yogyakarta)-d
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DORONG VAKSINASI MANDIRI, PERKETAT LALU LINTAS
948 Ternak di DIY Terinfeksi PMK

KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho
ANTISIPASI VIRUS PMK: Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Simo menyuntikkan vaksin pa-
da hewan sapi milik peternak di Kedungdowo, Andong, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/1/2025). Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Boyolali melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk memberikan kekebalan tubuh sapi
terhadap virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga dapat menekan penyebaran penyakit tersebut. 

China  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

AISYIYAH LUNCURKAN 'ISLAMIC GREEN SCHOOL'Perubahan Iklim Jadi Ancaman Nyata
JAKARTA(KR) - Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah,

Selasa (7/1) meluncurkan Buku 'Islamic Green
School', sebuah Pedoman Praktis Sekolah Ramah
Lingkungan di Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jakarta. Buku diawali niat Eco Bhinneka
Muhammadiyah membuat model Islamic Green
School dengan Aisyiyah Boarding School Bandung
yang diluaskan menjadi gerakan nasional. 

Buku panduan disusun pakar pendidikan
Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Barat de-
ngan dukungan Majelis PAUD Dikdasmen PPAdan
LLHPB PPAisyiyah.

Wamendikdasmen Dr Fajar Riza Ul Haq dalam
peluncuran itu menyampaikan, peran sekolah sa-
ngat penting dalam menjaga lingkungan. Buku ini
menjadi kontribusi signifikan untuk membangun ke-
sadaran ekologis di sekolah sebagai rumah kedua
bagi anak-anak.  "Anak-anak kita perlu lebih menge-
nal persoalan kehidupan yang mengancam eksis-
tensi, sehingga mereka memiliki kesadaran yang
berkelanjutan dan mampu menempatkan diri seba-
gai khalifah yang memakmurkan dan melestarikan
sumberdaya alam," kata Fajar Riza Ul Haq.

Diingatkan, perubahan iklim telah menjadi anca-
man nyata, seperti banjir di Abu Dhabi dan cuaca ek-
strem yang mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

"Anak-anak harus dikenalkan dengan efek negatif
pemanasan global, agar mereka memahami dan
mengambil peran dalam mitigasi serta adaptasi,"
tambahnya.

Sementara Penelaah Teknis Kebijakan di Pusat
Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen
Prayoga Rendra Vendiktama, menyampaikan bah-
wa Kemendikdasmen turut menggaungkan penting-
nya pendidikan iklim. Pemahaman, aksi nyata dan
berbagi, adalah 3 tujuan yang ingin dicapai dalam
pendidikan iklim. 

Pertama, mengajak peserta didik  untuk memaha-
mi isu perubahan iklim termasuk dampak-dampak
yang dirasakan. Lalu mengajar mereka untuk mela-
kukan aksi nyata, bisa berupa adaptasi maupun miti-
gasi terhadap perubahan iklim.  "Setelah aksi nyata,
ujungnya adalah berbagi, bagaimana peserta didik
bisa menggerakkan keluarga dan komunitas untuk
menanggulangi perubahan iklim," paparnya.

Dalam sambutannya,  Ketua PPAisyiyah, Prof Dr
Masyitoh Chusnan, menyampaikan, buku ini seba-
gai langkah  penting, mendesak dan strategis di te-
ngah era globalisasi yang serba instan dan
berdampak pada lingkungan hidup. Masyitoh
menekankan bahwa ibu-ibu Aisyiyah merupakan
ujung tombak dakwah lingkungan.                   (Fsy)-f

YOGYA (KR) - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan (DPKP) DIY men-
catat total 948 kasus Penyakit Mulut dan
Kuku (PMK). Dari jumlah tersebut
Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah
paling parah terdampak, yakni 672 kasus,
dimana 30 ekor sapi mati dan 27 ekor lain-
nya terpaksa dipotong paksa.

Penyebaran PMK ini sebagian besar
disebabkan oleh sapi yang tertular dari lu-
ar daerah. Selain Gunungkidul, wilayah
lain yang juga terdampak PMK adalah
Kabupaten Sleman, dengan 103 kasus
dan 8 ekor sapi mati. Kemudian
Kabupaten Bantul tercatat ada 161 kasus
dengan 25 ekor sapi mati. Sedangkan un-
tuk Kabupaten Kulonprogo ada 11 kasus,
dan Kota Yogyakarta masih nihil kasus
PMK. Meski vaksinasi massal terus di-
lakukan, DPKP DIY mendorong peternak
untuk melakukan vaksinasi mandiri,

"Menyikapi adanya penyebaran PMK,
DPKP DIY bekerja sama dengan
Pemkab/Pemkot melakukan vaksinasi

terhadap 375 ekor sapi di Gunungkidul,
274 ekor di Bantul, 328 ekor di Sleman,
dan 161 ekor di Kulonprogo, termasuk
satu ekor kambing. Selain itu 108 ekor
sapi di Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pertanian DIY juga telah mendapatkan
vaksin," kata Kepala DPKP DIY Syam
Arjayanti di Yogyakarta, Selasa (7/1).

Syam mengungkapkan, guna mem-
perkuat penanganan PMK, DPKP DIY
sedang menyusun Instruksi Gubernur
(Ingub) DIY terkait pembentukan Satuan
Petugas (Satgas) PMK di setiap kabupa-
ten. Nantinya Satgas itu akan bertugas
mengawasi dan menangani penyebaran
PMK serta melakukan tindakan preventif.
DPKP DIY juga telah membentuk call
center di tingkat Kementerian Pertanian di
nomor 081111827889 yang siap menam-
pung keluhan dan laporan dari peternak.
Bahkan Kementerian Pertanian telah me-
ngeluarkan Surat Edaran yang meng-
haruskan penutupan pasar hewan yang
ditemukan ada hewan mati akibat PMK

selama 14 hari untuk dilakukan sterilisasi. 
"Saya tidak akan pernah bosan untuk

mengingatkan bahwa kebersihan kan-
dang sangat penting. Karena banyak pe-
ternak yang kurang memperhatikan ke-
bersihan kandang, terutama di musim hu-
jan. Tantangan lain dalam penanganan
PMK adalah tingginya mobilitas hewan
ternak antardaerah," jelas Syam seraya
menyatakan, pengawasan lalu lintas
hewan perlu diperketat untuk mencegah
masuknya hewan terinfeksi dari luar DIY.

Syam mengakui, masih banyak peter-
nak yang enggan ternaknya divaksinasi
karena khawatir dengan efek samping
yang ditimbulkan. Untuk itu, DPKP DIY
terus berupaya meningkatkan edukasi
bagi peternak agar mau melakukan vaksi-
nasi secara mandiri. "Kami terus mening-
katkan mitigasi risiko. Juga meningkatkan
stamina ternak dari pakannya, vitamin
dan kebersihan kandang. Apalagi ini kan
musim hujan, banyak kandang yang tidak
bersih," jelas Syam.                             (Ria)-f

Johannes Tobing mengaku baru diberi tahu ren-
cana penggeledahan KPK pada pukul 15.00 WIB.
"Jam tiga kami dapat telepon, penyidik KPK akan me-
lakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen," kata
Johannes.

Penyidik keluar dari rumah Hasto sekitar pukul
18.20 WIB. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik
KPK berhasil menyita satu flashdisk dan satu buku
kecil. Johannes membantah, salah satu koper milik
Hasto turut disita KPK. "Kita terima sebagai berita
penyitaan barang ada dua itu, menurut mereka," je-
lasnya, seraya menyebutkan, pihaknya mengaku su-
dah melihat semua barang yang disita  KPK. Namun,
mereka belum mengetahui apa yang terdapat di
dalam flashdisk tersebut.

Tim kuasa hukum Hasto juga mengakui mobil
Alphard milik Hasto sempat digeledah  KPK, tetapi ti-
dak ada barang yang diambil dari dalam mobil terse-
but. Mereka merasa tidak ada hal signifikan dalam
penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ini.

"Justru mereka di dalam  banyak ngobrol-ngobrol-
nya saya lihat, bercanda, nggak dapat apa-apa,
artinya tidak ada suatu hal-hal yang signifikan menge-
nai itu," ucap Johannes.

Pada bagian lain, KPK menegaskan penggeleda-
han rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah
bagian dari proses penegakan hukum dan bukan
pengalihan isu. "KPK dalam hal ini penyidik akan
tetap menjalankan tindakan secara profesional,
prosedural dan proporsional," kata Juru Bicara KPK
Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih
KPK.

Tessa mengatakan, KPK tidak bisa melarang pi-
hak-pihak yang beropini, kegiatan tersebut adalah
pengalihan terhadap isu-isu yang tengah menjadi

perbincangan publik. "Ada juga pihak-pihak yang
merasa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-
isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan
di beberapa media, itu mari kita biarkan berada di ru-
ang publik," ujarnya.

Sementara itu, kwmarin Tim Penyidik KPK, juga
memanggil mantan anggota DPR RI Riezky Aprilia
(RA) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi
suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,
Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta. Sejauh ini
penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih
lanjut soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi
dalam pemeriksaan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik KPK
Selasa (24/12/2024) menetapkan dua orang tersang-
ka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat
Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK Setyo Budi-
yanto mengungkapkan, HK mengatur dan mengen-
dalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setia-
wan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai
calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. 

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan
DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang
suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan
melalui Agustiani Tio Fridelina. "HK bersama-sama
dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan DTI melaku-
kan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan
Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar
Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16
Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun
Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI
periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

(Ant/Obi)-f
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sebesar Rp 89.410.258,79," kata
Ketua Panja Abdul Wachid saat mem-
bacakan kesimpulan rapat bersama
Kemenag, Senin (6/1).

Komposisi BPIH itu terdiri biaya
yang bersumber dari nilai manfaat pe-

ngelolaan keuangan haji per jemaah
rata-rata sebesar Rp 33.978. 508,01
atau sebesar 38 persen dari rata-rata
BPIH 2025. Kemudian, Bipih rata-rata
per jemaah sebesar Rp
55.431.750,78 atau 62 persen dari

BPIH  Haji 2025
Biaya itu dialokasikan untuk pembi-

ayaan penerbangan, biaya akomodasi
jamaah di Mekah serta Madinah dan
biaya hidup saat haji (KR, Selasa 7/1).   

(Ant/Obi)-f


